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ABSTRAK 
Sri Hasnaeni Asis (E21109256), Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal di Dinas 
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng, xiii+79 Halaman+9 tabel+3 gambar 
+20 pustaka (1987-2010)+2 Lampiran 
 
Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 
Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi 
daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Kewenangan daerah terhadap 
pembiayaan pelaksanaan pemerintahan masing-masing yang merupakan bentuk dari 
adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk terus kreatif serta 
memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya menoptimalkan pemungutan retribusi 
terminal. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dianggap potensial untuk 
menggenjot keuangan daerah adalah Retribusi Terminal. Namun Realisasi penerimaan 
retribusi tersebut mulai dari tahun 2009-2012 tidak pernah mencapai target. 
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengawasan retribusi terminal oleh 
Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. Metode pemecahan masalah yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, dengan Tekhnik 
pengumpulan data melalui Wawancara, observasi dan cenderung pada telaah dokumen 
(data sekunder).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Retribusi Terminal di 
Kabupaten Bantaeng yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten 
Bantaeng belum optimal. Karena Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam 
pemungutan retribusi terminal yaitu kondisi sarana dan prasarana, banyak kendaraan yang 
tidak beroperasi serta kesadaran wajib retribusi.. Hambatan-hambatan tersebut yang 
menyebabakan tidak optimalnya pemungutan retribusi terminal, namun seharusnya dengan 
adanya hambatan tersebut makan harus menjadi tantangan Dinas Perhubungan dan 
Infokom untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif. 
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ABSTRACT 
 
Sri Hasnaeni Asis (E21109256), Optimizing Collection of Levies Terminal at the 
Department of Transportation and Communication Equipment Bantaeng, xiii +79 +9 
page tables +20 +3 image library (1987-2010) +2 Attachment 
 
 Financing government in carrying out the task of governance and development 
always requires a reliable source of revenue. This need is increasingly felt by the region, 
especially since the implementation of regional autonomy in Indonesia, which began on 
January 1, 2001. The authority of local governments to finance the implementation of each 
of which is a form of the policy of regional autonomy requires local governments to continue 
to boost the capability of creative and regional officials in an effort optimizing levy collection 
terminal. One of the sources of revenue are considered potential to boost the local finance is 
Retribution Terminal. However Realization of retribution from the year 2009-2012 has never 
hit the target. 
 This study aimed to determine whether the collection of terminal fees are optimal in 
terms of monitoring and analyzing the factors that influence does not reach the target by 
Department of Transportation and Communication Equipment Bantaeng. Troubleshooting 
methods used in this research is descriptive qualitative method, the Engineering collecting 
data through interviews, observations, and tend to examine documents (secondary data). 
 The results of this study indicate that the Voting Terminal Charges at Bantaeng are 
handled by the Department of Transportation and Communication Equipment Bantaeng. 
There are several obstacles facing the levy collection terminal is of the weather, the 
condition of facilities and infrastructure, a lot of vehicles that do not operate as well as 
awareness of compulsory levy. These constraints are causing suboptimal levy collection 
terminal, but the presence of such barriers should eat should be a challenge for the 
Department of Transportation and Communication Equipment continues to seek appropriate 
and effective solutions. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang  No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah 
satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam 
undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi  pada daerah kabupaten 
dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-perinsip demokrasi, peran 
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan 
keaneka-ragaman Daerah. (Mardiasmo 2004 : 8) 
Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 
Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan 
yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah 
tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, 
daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. 
Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 
Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi 
daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, 
daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat 
mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. (Siahaan, 2001) 
 
 
 
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Bab V Pasal 6, mengemukakan 
sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut ( 
PAD ) yaitu ;  
1. Pajak daerah 
2. Retribusi daerah  
3. Hasil pengelohan kekayaan daerah yang dipisahkan  
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  
Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang yang pelaksanaannya di daerah 
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (PERDA). Dalam hal ini, Undang – Undang 
No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah. Dan dibahas lebih lengkap lagi dalam PP Republik Indonesia No. 65 
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah. 
Berdasarkan Undang – Undang diatas dalam rangka melaksanakan 
pembangunan daerah Kabupaten atau Kota mengoptimalkan dan meningkatkan 
penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari 
pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah retribusi daerah dalam bentuk  
retribusi terminal.  
Retribusi Daerah dalam bentuk Retribusi Terminal termasuk dalam jenis retribusi 
Jasa Usaha ( Sobirin Malian 2003:36 ), dimana Dinas Perhubungan dan Infokom yang 
diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi terminal oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan 
pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Dinas 
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng memungut dan mengelola retribusi 
terminal dalam upaya meningkatkan pembangunan daerahnya. Rertbusi terminal diatur 
dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng  Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Terminal. 
 
 
 
Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang sangat 
potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah. Apabila 
penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut berarti membutuhkan 
biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah 
termasuk didalamnya Retribusi terminal. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu 
daerah dalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai prospek yang cukup 
baik dalam mengelola Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.( 
Syaripuddin ,2010 :2). 
Oleh karena semakin meningkatnya pembangunan tersebut berarti 
membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula dimana biaya ini diperoleh dari 
pendapatan daerah termasuk didalamnya Retribusi terminal. Dalam pungutan Retribusi 
pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak lepas dari masalah yang merupakan 
penghambat dalam pemungutan Retribusi tersebut.  
Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng belum 
terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng 
belum memenuhi target seperti yang diharapkan. (Rajamuddin dalam Syaripuddin 2010 
: 2 ). 
Hal ini dapat dilihat dari tabel target dan terealisasi pendapatan sebagaimana 
digambarkan pada tabel di bawah ini : 
Tabel 1 
     Target penerimaan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom 
Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2009-2012 
No Tahun Target Realisasi Sisa Target 
1 2009 200.000.000 133.080.000 66.920.000 
2 2010 200.000.000 156.969.000 43.031.000 
3 2011 200.000.000 157.965.000 42.035.000 
4 2012 200.000.000 - - 
Sumber Data : Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, 15 Oktober 2012 
 
 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 – 2011 realisasi 
retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng tidak pernah memenuhi target.  Tetapi ada 
tahun 2009 – 2011 realisasi penerimaanya meningkat meskipun masih belum 
memenuhi target. Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak 
dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi 
bagaimana melakukan manajemen Retribusi daerah yang ada sehingga betul-betul 
dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Maka 
dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik, karena 
manajemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja sama (organisasi) unntuk 
mencapai suatu tujuan bersama (Handoko :1984). Untuk itu diperlukan adanya 
Manajemen retribusi daerah secara optimal, efisien dan efektif, supaya apa yang 
direncanakan bisa tercapai dalam pelaksanaan.   
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis  merasa tertarik 
untuk mencoba menganalisis lebih jauh dengan judul; 
“Optimalisasi Peningkatan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan 
Infokom Kabupaten Bantaeng” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pengawasan retribusi 
terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng ? 
C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pengawasan 
retribusi terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk : 
1. Manfaat Akademik 
Dengan mengetahui pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng 
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memperkaya 
tentang teori–teori peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah khususnya yang 
berhubungan dengan pengetahuan dalam bidang administrasi publik. 
 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil 
kebijakan di daerah maupun kota mengenai aspek–aspek yang berhubungan dengan 
pengelolaan retribusi terminal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Konsep Manajemen 
George R. Terry dalam bukunya yang berjudul “Principles Of Management” 
merumuskan fungsi-fungsi Manajemen menjadi empat proses, yang sering disingkat 
menjadi POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling).George R. Terry 
mengemukakan bahwa : 
“manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk 
menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya." 
Sedangkan Koonts dan O‟Donnel dalam buku Maringan Masry Simbolon 
2004:22, mengatakan bahwa management is getting thing done through the efforts of 
other people.” Manajemen harus melalui orang-orang lain. Bila langsung kepada materi 
kerja, maka pekerjaan itu bukan manajemen. 
Moekijat 2000:15 dalam skripsi Syaripuddin.2010:9 mengemukakan bahwa 
manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau 
pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau 
maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya 
adalah “managing” pengelolaan sedang pelaksanaannya disebut manajer atau 
pengelola,selanjutnya dikatakan bahwa manajemen mempunyai tujuan tertentu dan 
tidak dapat diraba. Proses manajemen berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, 
yang bisanya diungkapkan dengan istilah-istilah “objectives” atau hal-hal yang nyata. 
Usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian 
khusus itu. Mungkin manajemen dapat digambarkan sebagai tidak nyata, karena ia 
tidak dapat melihat, tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya “output” 
 
 
 
atau hasil kerja yang memadai, kepuasan manusia dan hasil-hasil produksi serta jasa 
yang lebih baik. 
Sedangkan defenisi manajemen menurut S.P.Hasibuan (2001:2) yaitu: 
“manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 
dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu” 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu 
proses/ kegiatan/ usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang 
lain, di mana dapat dimanfaatkan/ digunakan sebagai sumber/ sarana-sarana 
manajemen. 
Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan George R. 
Terry dalam buku Maringan masry Simbolon 2004:36, meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi.  
1. Perencanaan (Planning) 
Planning berasal dari kata plan, yang artinya rencana, rancangan, maksud, dan 
niat. Planning  berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan 
rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan 
dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang 
akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, 
prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. 
Planning dapat pula diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan 
penentuan secara matang dalam hal-hal yang dikerjakan dimasa yang akan datang 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam administrasi dan 
manajemen, planning memiliki dua pebedaan yaitu : 
 
 
 
a) Administrative planning merupakan hasil pemikiran dan penentuan yang bersifat garis 
besar; dan managerial planning adalah bersifat lebih khusus dan terperinci lagi 
(mendetail). 
b) Administrative planning meliputi segala aspek kegiatan meliputi seluruh unit organisasi, 
sedangkan managerial departemental dan operasional. 
Perencanaan adalah perencanaan tentang apa yang akan dicapai, yang 
kemudian memberikan  pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. 
Perencanaan merupakan persiapan-persiapan dari pada pelaksanaan suatu tujuan. 
Perencanaan merupakan suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan 
bagaimana sesuatu pekerjaan hendak dilaksanakan Perencanaan juga merupakan 
sesuatu pekerjaan hendak dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan suatu 
persiapan (preparation) untuk tindakan-tindakan kemudian. 
S.P. Hasibuan (2001:40) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses 
penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari 
alternative-alternatif yang ada. 
Sedangkan Harold Koontz and Cyril O‟Donnel mengemukakan bahwa 
perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih 
tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program 
dari alternative-alternatif yang ada.Jadi, masalah perencanaan adalah masalah 
“memilih” yang terbaik dari beberapa alternative yang ada. 
2. Organizing (pengorganisasian) 
Mengorganisasikan (organizing) adalah suatu proses menghubungkan orang-
orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta 
fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian 
tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan 
 
 
 
bidangnya masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang 
sinergis, koperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah 
disepakati bersama. 
Pengorganisasian menurut S.P. Hasibuan 2001:40 yaitu : 
“Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap 
aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang 
secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-
aktivitas tersebut.” 
Sedangkan Menurut G.R.Terry dalam buku S.P. Hasibuan 2001:40bahwa 
pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang 
efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan 
dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas 
tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 
Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer 
pada semua tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk organisasi, besar atau kecil, bisnis 
atau Negara. Fungsi pengorganisasian penting dalam manajemen sebab : 
 Mewujudkan struktur organisasi 
 Uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas. 
 Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas 
 Memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. 
 Sumber daya manusia dan materil yang dibutuhkan dapat diketahui. 
Fungsi  organisasi dapat diartikasn sebagai berikut : 
1. Organisasi dapat diartikan sebagai member struktur, terutama dalam 
penyusunan/penempatan personal, pekerjaan-pekerjaan, material, dan pikiran-pikiran di 
dalam struktur itu. 
2. Organisasi dapat pula ditafsirkan sebagai menetapkan hubungan antara orang-orang. 
Kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing anggota disusun menjadi pola-
 
 
 
pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan atau maksud kegiatan pendidikan 
dan pengajaran. 
3. Organisasi dapat juga diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha untuk 
menyelesaikan pekerjaan. Dengan demikian, organisasi adalah wadah aktivitas-
aktivitas yang menyusun dan membentuk hubungan-hubungan fungsional sehingga 
terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. 
3. Actuating (Penggerakkan) 
Pelaksanaan penggerakkan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling 
penting karena berkaitan langsung dengan memanfaatkan sumber daya manusia. 
Penggerakkan adalah menggerakkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan 
bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 
Menurut G.R Terry dalam buku.S.P. Hasibuan 2001:41 menerangkan bahwa 
penggerakkan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan 
bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 
perencanaan dan usaha-usaha organisasi. 
Aktuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para 
pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Para pekerja sesuai dengan keahlian dan 
proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang 
diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, 
hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, 
membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervise, dengan meningkatkan 
sikap dan moral setiap anggota kelompok.Dengan demikian, dalam actuating terdapat 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Penetapan saat awal pelaksanaan kerja dari pimpinan  
b. Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan 
 
 
 
c. Pemberian  motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing. 
d. Pegomunikasikan seluruh arah pekerjaan dengam semua unit kerja. 
e. Pembinaan para pekerja peningkatan mutu dan kualitas kerja. 
f. Pengawasan kinerja dan moralistas pekerja. 
4. Controlling (Pengawasan) 
Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini 
sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu 
harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi 
perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena, 
1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan. 
2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana. 
3) Pelaksanaan rencana akan baik jika Pengawasan dilakukan dengan baik. 
4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah Pengawasan atau 
penilaian dilakukan. 
Pengertian Pengawasan menurut Haroold Koontz adalah ; 
“Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-
rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat 
terselenggara’’. 
 
Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai 
sebagai : 
 
“Proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 
diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” 
 
 
 
Sedangkan menurut G.R. Terry pengawasan dapat didefinisikan sebagai : 
“Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan 
yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melalukan perbaikan-
perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan 
standar”.  
  
 
 
 
Kemudian menurut Soejamto mengemukakan bahwa :  
“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui sasaran objek 
yang diperiksa. ”. 
 
Dan menurut Sondang Siagian memberikan definisi pengawasan sebagai 
proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 
agar dimana pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan sebelumnya.  
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah 
satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap 
kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik 
pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di 
samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).  
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya 
penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan 
adalah:  
1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;  
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;  
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, 
melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 
Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan 
penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah 
dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 
dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 
kerja tersebut. 
 
 
 
Bila memacu pada pendapat Soejamto, pengertian antara pengawasan dan 
pengendalian, yaitu pengendalian adalah pengawasan ditambah dengan tindakan 
korektif atau dapat juga dikatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian dikurangi 
dengan tindakan korektif, jadi pengawasan adalah lebih sempit dari pada pengendalian.  
Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan yang dikemukakan 
diatas, maka jelaslah pengertian yang sesungguhnya tentang pengawasan yaitu suatu 
upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan  dalam waktu yang 
telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan 
dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut 
dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.  
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan 
penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut 
melaksanakan tugasnya serta fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang 
telah ditetapkannya. Salah satu teknik pengawasan yang lazim dilaksanakan adalah 
pemeriksaan, yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pelaksanaan yang sebenarnya 
telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau 
hambatan yang ditemukan.  
Dengan demikian tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati yang 
sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, 
dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada 
pimpinan/penanggungjawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil 
tindakan korektif yang perlu. Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari 
kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan adalah untuk 
memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang, dan 
mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu 
rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.  
Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut 
: 
 
 
 
1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan. 
2. Mengukur  pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan 
penyimpangan jika ada.  
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan 
tujuan sesuai dengan rencana.  
Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali, apakah sudah benar-
benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau realistis maka rencana itu harus 
diperbaiki. 
S.P. Hasbuan (1994:139) mengemukanan bahwa proses pengawasan pada 
dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen”, dengan menggunakan 2 
(dua) macam teknik yaitu : 
a. Pengawasan Langsung (direct control)  
Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh manajer, manajer memeriksa 
pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar 
dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.  
Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan, 
terutama dalam organisasi seorang pimpinan  tidak mungkin dapat selalu menjalankan 
pengwasan langusung itu, karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang 
bersifat tidak langsung.  
b. Pengawasan tidak Langsung (indirect control). 
Yaitu pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan 
oleh bawahan. Laporan ini berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaaan 
dan hasil-hasil yang telah dicapai.  
Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu adalah sering para 
bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, dalam perkataan lain, para 
bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya 
akan menyenangkan pimpinan. Padahal seorang pemimpin yang baik akan menuntut 
 
 
 
bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik, baik yang bersifat positif maupun negatif. 
Karena apabila hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, seorang pemimpin tidak akan 
mengetahui keadaan yang sebenarnya.  
Dalam praktek tidak jarang terjadi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan 
kriteria-kriteria yang ditentukan itu. Dalam hal ini dikatakan bahwa telah terjadi 
penyimpangan atau deviasi, misalnya penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari 
kebijaksanaan, pimpinan. 
Suatu penyimpangan tidak selalu mempunyai sifat atau akibat negatif karena 
dapat terjadi karena terpaksa dilakukan demi mempertahankan pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan. Penyimpangan demikian dapat terjadi apabila keadaan yang dihadapi 
dilapangan pada kenyataannya tidak sesuai dengan perkiraan yang digunakan waktu 
menyusun rencana atau kebijaksanaan yang ditentukan oleh pimpinan tidak cocok lagi 
dengan kondisi nyata di lapangan atau penyimpangan juga dapat terjadi karena suatu 
keadaan memaksa yang dihadapi dilapangan. Dalam hal ini secara formal terjadi 
penyimpangan tetapi secara materil penyimpangan itu mungkin dapat 
dibenarkan/dipertanggungjawabkan. 
Sebaliknya ada pula penyimpangan yang sejak semula bersifat negatif, syaitu 
penyimpangan yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk secara langsung atau 
tidak langsung memperoleh suatu manfaat atau keuntungan diri pribadi orang lain atau 
kelompok tertentu atas beban/kerugian pihak lain termasuk Negara. Penyimpangan 
yang bersifat negatif  ini umum dikenal dengan istilah penyelewengan, sesuai dengan 
sifat/bentuk perbuatannya dapat dibedakan lebih lanjut antara lain dalam penggelapan, 
penyalahgunaan wewenang dan korupsi. 
Menurut Bohari dalam Bukunya Pengawasan Keuangan Negara agar 
pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat yang efektif, maka harus 
memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut ; 
1. Apa yang akan diawasi (objek yang perlu diawasi) ? 
2. Mengapa perlu diadakan pengawasan ? 
 
 
 
3. Dimana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut harus dilakukan. ? 
 
B.  Konsep Retribusi Daerah 
Kemudian S.Munawir dalam buku Victor M. Situmorang dan Cormentyna 
Sitanggang, 1994:205 mengatakan bahwa : 
“Retribusi yaitu Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara 
langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak 
merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.” 
Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa merupakan 
pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang 
diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat 
dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas 
jasa dari negara. 
Sedangkan menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
dimaksud  dengan retribusi daerah  adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Dari pendapat para ahli diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa retribusi 
merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung 
oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi 
Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena 
mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau 
karena jasa yang diberikan oleh daerah. 
Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan 
undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, 
 
 
 
pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU 
No.28 Tahu  2009 antara lain : 
1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. 
3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 
4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector 
swasta. 
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
Demikian pula, dari pendapat-pendapat diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok 
Retribusi Daerah sebagai berikut : 
a. Retribusi dipungut oleh Daerah; 
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat 
ditunjuk; 
 
 
 
c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa 
yang disediakan Daerah. 
Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan 
peraturan daerah yang berkenaan. 
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara 
langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. 
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang 
dinikmati oleh orang atau badan. 
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak 
membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah. 
Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut 
retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-
ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan 
ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. 
Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan 
umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditemukan. 
Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercipta 
ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi 
masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. 
1. Retribusi Jasa Umum 
 
 
 
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, ditentukan 
berdasarkan criteria berikut ini : 
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau 
retribusi perizinan tertentu. 
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan 
asas desentralisasi. 
c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 
diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan 
kemanfaatan umum. 
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya. 
f. Retribusi tersebut  dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan suatu 
sumber pendapatan daerah yang potensial. 
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau 
kualitas pelayanan yang lebih baik. 
Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum 
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1, sebagaimana dibawah ini: 
a. Retribusi pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, 
dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan Ini tidak termasuk 
pelayanan pendaftaran. 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan 
 
 
 
Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan 
pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah 
tangga, industry, dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum 
dan taman. 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
Akta Catatan Sipil meliputi Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta 
Pengesahan dan Pengangkuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan 
Akta Kematian. 
 
 
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan 
penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan penggurukan, 
pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau 
pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau di kelola pemerintah daerah. 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
Pelayanan parker di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan daerah. Karena 
jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
f. Retribusi Pelayanan Pasar 
Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran dan los 
yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang; tidak 
termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
 
 
 
Pelayanan pemeriksa alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan 
atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang 
dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat. 
 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), 
peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (peta struktur). 
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan 
menjadi kewenangan daerah. 
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanana jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi 
jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi jasa umum. 
2. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sector swasta. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat  3 huruf b, 
retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan criteria berikut ini. 
a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau 
retribusi perizinan tertentu. 
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya 
disediakan oleh sector swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang 
dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah 
daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak 
 
 
 
termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (current 
asset). 
Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha 
Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2, sebagaimana dibawah ini : 
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, 
pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian keendaraan/alat-alat besar milik daerah. 
Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah 
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti 
pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel 
listrik/telepon di pinggir jalan umum. 
b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 
Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas 
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/deselenggarakan oleh pemerintah 
daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta. 
c. Retribusi Tempat Pelelangan 
Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintahan 
daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk 
jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian 
tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain 
untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 
d. Retribusi Terminal 
Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 
penumpang  dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan 
terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, 
pelayanan perorangan tidak dipungut retribusi. 
 
 
 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir 
Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang 
khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk 
yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta. 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 
Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan 
penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola 
oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta. 
g. Retribusi Penyedotan Kakus 
Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak 
swasta. 
h. Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk  
Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotong hewan 
ternak termasuk pelayanan pemeriksaan  kesehatan hewan sebelum dan sesudah 
dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 
 
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 
Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan 
atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal 
yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola 
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air 
 
 
 
Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau 
barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh 
pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta. 
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah 
tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh pemerintah 
daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta. 
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah 
daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan, tidak termasuk 
penjualan produksi usaha BUMN, dan pihak swasta. 
Subjek retibusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi 
jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha. 
3.  Retribusi Perizinan Tertentu 
` Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah 
Daerah tidak harus dipungut retribusi. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, 
retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : 
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada 
daerah dalam rangka asas desentralisasi. 
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. 
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya 
untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar 
sehingga layak dibiayai dari retribusi. 
 
 
 
Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2, adalah sebagaimana dibawah ini : 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. 
Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 
pelaksanaan pembangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan 
dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memerhatikan Koefisien Dasar 
Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan 
(KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi peperiksaan dalam 
rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.  
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan 
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 
c. Retribusi Izin Gangguan 
Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau 
badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan; 
tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. 
d. Retribusi Izin Trayek 
Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan 
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 
Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan 
masing-masing daerah. 
 
C.  Konsep Retribusi Terminal 
Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi 
yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan 
pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk 
 
 
 
terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka 
ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal. 
Syaripuddin (2010:34) mengemukakan bahwa retribusi terminal adalah retribusi 
jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang 
memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/ barang 
dengan kendaraan umum 
Menurut Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 objek retribusi 
terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap 
pengguna jasa layanan terminal, berupa : 
1. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum 
2. Tempat Kegiatan Usaha 
3. Fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah 
4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini 
adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkut kota dan 
sopir bis. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal 
dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Desa. 
Adapun tingkat tarif yang dikenakan retribusi yaitu semua jenis angkutan dikenakan tarif 
Rp.2000/mobil. 
D. Konsep Pendapatan Asli Daerah 
Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah 
adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan 
faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.  
Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah ini Pamudji dalam 
Kaho (2007:138-139) menegaskan: 
“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan 
efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan 
keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata 
kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”. 
 
 
 
 
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah, daerah diberikan 
kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan yang 
berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapatan asli daerah. 
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No, 
28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah. 
Kemudian Dedy Supriady Bratakusumah2001:173 mengatakan bahwa: 
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari 
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.” 
Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang 
harusselalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini 
kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan 
daerah dan pelayaan kepada masyarakat.  
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah 
adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai denganperaturan 
perundang-undangan yang berlaku.. Pendapatan Asli Daerah merupakansumber 
penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar 
pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk 
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 
 
 
 
Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah: 
“Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang sah”. 
 
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 
hasil pajak daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain hasil daerah yang 
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali 
pendanaan dalam pelaksnaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena 
perolahannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan 
oleh undang-undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di 
setiap daerah. 
Sebagaimana diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 
tentang pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 
1. Pajak Daerah 
2. Retribusi Daerah 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan 
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan 
semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melakasanakan pemerintahannya. 
Salah satunya adalah penerimaan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD). 
Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah 
 
 
 
harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah 
satunya Retribusi terminal. 
Untuk mengetahui optimalisasi retibusi terminal di Kabupaten Bantaeng dapat 
dilihat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan 
retribusi terminal yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4 bagian sesuai konsep 
dari George R. Terry dalam buku Maringan Masry Simbolon  2004:22  (yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, namun penulis hanya 
mengangkat  satu fungsi diantara keempat fungsi manajemen tersebut yaitu fungsi 
pengawasan menurut G.R.Terry mengatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan 
proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu 
pelaksanaan dan apabila melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan 
sesuai dengan rencana yaitu selardengan standar. Pengawasan memegang peranan 
penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam 
pemungutan retribusi. Dari fungsi pengawasan tersebut kemudian mengarah dalam 
rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi terminal. 
 
  Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiono 
(2010) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga 
lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu 
masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan 
terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga memudahkan penulis untuk 
mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Optimalisasi 
Pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten 
Bantaeng. 
B.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten 
Bantdaeng. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk 
melakukan pemungutan dan mengelola retribusi daerah termasuk retribusi terminal. 
C. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
Deskriptif, Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau 
peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta 
dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari. 
D.  Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analisis ini 
didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk mendeskripsikan penelitian mengenai 
 
 
 
Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom 
Kabupaten Bantaeng.  
E.  Informan 
Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak 
pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-
nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. 
Adapun informan yang dimaksud adalah: 
1. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
2. Sekretaris Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
3. Kepala Sub. Bagian Keuangan 
4. Kepala Bidang Perhubungan Darat 
5. Kepala Bidan Sarana dan Prasarana 
6. Kepala Seksi Angkutan Darat 
7. Petugas Pemungut Retribusi Terminal 
8. Pengguna Jasa ( sopir) 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Data Primer. 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi 
penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan cara: 
1) Wawancara 
Peneliti mengadakan tanya jawab dengan para informan untuk memperoleh 
data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan skripsi ini 
dalam hal melakukan wawancara digunakan pedoman pertanyaan yang disusun 
berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti. 
 
 
 
2) Observasi 
Penelitian dengan pengamatan langsung tentang bagaimana proses 
pemungutan retribusi terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
dengan mengidentifikasi Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal di Dinas 
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. 
b. Data Sekunder: 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. 
Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan 
dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.  
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara : 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan 
menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk 
mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan 
permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skirpsi, buku, surat kabar, majalah. 
G. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, akan 
disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa 
pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme 
penulisan skripsi. 
H. Fokus Penelitian 
 
 
 
Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep 
penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan Fokus Penelitian 
sebagai berikut : 
1. Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi yang ada di Kabupaten 
Bantaeng yang keberadaannya dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. dapun indicator pada pemungutan 
retribusi terminal yaitu  
 Pemungutan Retribusi Pada Terminal Regional yaitu tempat pemungutan 
retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Infokom yang 
ditujukan pada jalur angkutan kota Jeneponto-Bantaeng. 
 Pemungutan Retribusi Pada Terminal Pembantu yaitu tempat pemungutan 
retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Infokom yang 
ditujukan pada jalur angkutan kota Bulukumba -Bantaeng 
2. Pengawasan adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 
dan Infokom Kabupaten Bantaeng baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
memastikan dan menjamin agar pengelolaan retribusi terminal berjalan sesuai 
rencana.Adapun indicator dari fungsi pengawasan tersebut yaitu ; 
 Pengawasan Langsung ( Direct Control ) yaitu proses pengawasan yang 
dilakukan Dinas Perhubungan dan Infokom dengan cara mengawasi secara 
langsung proses pemungutan retribusi terminal pada tempat pemungutan 
retribusi terminal. 
 Pengawasan Tidak Langsung ( Indirect Control ) yaitu proses pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Infokom melalui laporan-laporan dari 
coordinator pemungut retribusi terminal yang diberikan kepada atasan. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Gambaran umum lokasi penelitian  meliputi gambaran umum daerah Kabupaten 
Bantaeng dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Perhubungan dan Infokom 
Kabupaten Bantaeng  sebagai pihak yang berhubunganlansung dengan masyarakat. 
Gambaran umum Kabupaten Bantaeng dan gambaran umum Dinas Perhubungan dan 
Infokom Kabupaten Bantaeng. 
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng 
Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di provinsiSulawesi Selatan, 
Indonesia. Terletak dibagian selatan provinsiSulawesi Selatan.Secara geografis 
Kabupaten Bantaeng terletak pada titik 5o21'23"-5o35'26" lintang selatan dan 
119o51'42"-120o5'26" bujur timur. Berjarak 125 Km kearah selatan dari Ibukota Propinsi 
Sulawesi Selatan. 
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng setelah mengalami 
perubahan Susunan Organisasi dan tata kerja dan terakhir berdasarkan Peraturan 
Daerah ( Perda ) Kabupaten Bantaeng No.26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng 
a. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
 
 Tugas : 
1. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan dan Infokom 
 
 
 
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. 
 Fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan dan Infokom 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan dan 
Infokom 
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Perhubungan dan Infokom. 
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2003, tanggal 5 Februari 2003 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Infokom dilengkapi 
dengan jabatan yang telah terisi setelah mengalami mutasi staf dan yang telah 
memasuki masa pension sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas ;   
b. Sekretaris, terdiri atas ; 
1. Kasubag. Program ; 
2. Kasubag. Umum dan Kepegawaian ; 
3. Kasubag. Keuangan ; 
c. Kepala Bidang Pehubungan Darat, terdiri atas ; 
1. Kasi. Manajemen Lalu Lintas; 
2. Kasi. Angkutan Darat ; 
3. Kasi. Sarana dan Prasarana ; 
d. Kepala Bidang Perhubungan Laut, terdiri atas ; 
1. Kasi. Angkutan Laut ; 
2. Kasi. Pelabuhan ; 
3. Kasi. Penunjang Keselamatan Pelayaran ; 
e. Kepala Bidang Infokom, terdiri atas ; 
 
 
 
1. Kasi. Pengembangan Informasi ; 
2. Kasi. Informasi Publik ; 
3. Kasi. Informasi dan Komunikasi ; 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
g. Jabatan Fungsional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susunan tersebut dapat di lihat pada gambar berikut : 
Gambar 4.1. 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM KAB. BANTAENG 
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C. Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
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Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari 
segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat 
keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang 
ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan, seperti pelatihan dan 
sebagainya. 
Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang 
membantu dalam menyukseskan pengelolaan retribusi terminal sehingga mendapatkan 
hasil yang optimal. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi  tolak 
ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng mempunyai 
Pegawai dan Tenaga Sukarela sebanyak 202 orang yang terdiri dari Pegawai Organik 
sebanyak 75 orang dan Tenaga Horor 127 orang, sedangkan yang telah menduduki 
Jabatan Struktural sebagai berikut: 
1. Eselon II : 1 Orang 
2. Eselon III : 4 Orang 
3. Eselon IV : 11 Orang 
Dan beberapa pegawai yang mutasi telah memasuki masa pensiun yaitu 
pension 3 orang dan mutasi 1 orang. 
 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dilihat keadaan pegawai pada 
Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.1 
Status kepegawaian Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng 
STATUS 
KEPEGAWAIAN 
 
LAKI-LAKI 
 
PEREMPUAN 
 
JUMLAH 
Pegawai Negeri Sipil 57 18 75 
Tenaga Organik/ 
honorer 
83 44 127 
Jumlah  140 62 202 
Sumber :Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, Januari 2013 
Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang berstatus Tenaga 
Organik/ honorer jumlahnya lebih banyak dibanding dengan Pegawai Negeri Sipil. 
Karena di Dinas Perhubungan dan Infokom membutuhkan tenaga pegawai yang lebih. 
Karena tugas dari Dinas Perhubungan dan Infokom lebih banyak bekerja dilapangan. 
Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Andi Baso Fahrir selaku Kepala Dinas Perhubungan 
dan Infokom bahwa : 
“ iya, memang tenaga honorer lebih banyak dibanding dengan tenaga PNS. Karena 
mayoritas tugas dikantor ini itu kebanyakan dilapangan, contohnya pemungutan 
retribusi daerah, pemasangan lampu lalu lintas dan pengecekan kapal dipelabuhan, ini 
sangat membutuhkan tenaga yang lebih banyak, sedangkan jumlah PNS yang ada 
sangat sedikit maka dari itu kami banyak menerima tenaga honorer.” 
Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pemungut retribusi sekaligus tenaga 
honorer Sudarni bahwa : 
“ Di Dinas Perhubungan dan Infokom itu 1 kali dal 2 tahun selalu ada pejabar baru, nah 
pejabat baru itu biasanya membawa atau menerima kembali honorer. Artinya hampir 
setiap tahun menerima tenaga honorer sedangkan untuk penerimaan PNS jarang sekali 
itupun kalau ada pasti kuotanya sedikit. Bahkan untuk tahun ini jumlah PNS yang 
diterima itu hanya 5 orang “ 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jumlah tenaga 
honorer lebih banyak dibanding pegawai tetap karena mayoritas tugas dari Dinas 
Perhubungan dan Infokom bekerja dilapangan, sedangkan pada pengangkatan 
pegawai untuk Dinas Perhubungan dan Infokom kuotanya tidak sesuai dengan tugas 
Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. 
 
 
 
Tabel 4.2 
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng 
Berdasarkan Usia Pegawai Tetap. 
No. Usia Jumlah Pegawai 
Tetap 
 
1. 17-35 41 
2. 36-45 17 
3. 46-58 17 
Jumlah 75 
Sumber :Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, Januari 2013 
 
 
 
Selanjutnyan penulis akan memberikan gambaran tentang keadaan pegawai 
honor (kontrak) berdasarkan usia dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel 4.3 
Tenaga Honor (Kontrak) pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng 
Berdasarkan Usia. 
No Usia Jumlah Pegawai 
Honor (kontrak) 
1. 17-35 120 
2. 36-45 5 
3. 46-58 2 
Jumlah 127 
 
 
 
Sumber :Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, Januari 2013 
Pada tebel 4.2 dan 4.3 menjelaskan bahwa faktor usia berpengaruh terhadap 
kecepatan/ ketangkasan kerja seseotrang. Usia pegawai lebih dari 17 tahun sampai 
dengan 35 tahun akan lebih giat daripada pegawai yang berusia 46 tahun sampai 
dengan 58 tahun akan bekerja lamban, baik dilihat dari pegawai tetap maupun pegawai 
kontrak (honorer), jumlah pegawai yang berusia 17 tahun sampai dengan 35 tahun lebih 
banyak disbanding dengan jumlah pegawai yang berusia 46 sampai 58 tahun. Dengan 
demikian diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik sehingga target 
dan perencanaan yang ditetapkan akan tercapai dengan optimal. 
Selanjutnyan penulis akan memberikan gambaran tentang keadaan pegawai 
berdasarkan golongan kepangkatan dalam tabel sebagai berikut :  
Tabel 4.4 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. 
Bantaeng Berdasarkan Pangkat dan Golongan 
No Pangkat Golongan Jumlah 
Pegawai 
1 Pembina utama muda V/c 1 
2 Pembina IV/a 2 
3 Penata TK.I IV/a 2 
4 Penata TK.I III/d 6 
5 Penata  III/c 4 
6 Penata Muda TK.I III/b 4 
7 Penata muda III/ a 3 
8 Pengatur  muda TK.1 II/d 27 
9 Pengatur II/d 4 
10 Pengatur muda II/ a 22 
Jumlah 75 
   Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, Januari 2013 
 
 
 
Pada tabel 4.4 bahwa golongan pegawai juga mempengaruhi kinerja seseorang 
sehingga dengan demikian diharapkan dapat terjalin dengan baik hubungan antara 
atasan dan bawahan sehingga terjalin koordinasi dan terbina kerjasama yang baik dan 
targetyang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. 
 
Selain itu penulis juga akan memberikan gambaran tentang keadaan pegawai 
berdasarkan golongan tingkat pendidikan dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel 4.5 
Keadaan Pegawai pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 
JENIS 
PENDIDIKAN 
LAKI-
LAKI 
PEREMPUA
N 
JUMLA
H 
Strata Tiga (S-3) - - - 
Strata Dua (S-2) 3 - 3 
Strata Satu (S-1) 28 23 51 
D-3 12 6 18 
SMU-sederajat 97 33 130 
SMP-Sederajat - - - 
SD - - - 
JUMLAH 140 62 202 
   Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, Januari 2013 
Dari tabel 4.5 yang ditinjau dari strata pendidikannya, pegawai di kantorDinas 
Perhubungan dan Infokom lebih didominasi tenaga lulusan SMU Sederajat sebanyak 
130 org, selebihnyaterdiri dari : 18 0rang tenaga lulusan D3, 51 orang ,lulusan S1 
sedangkan untuk lulusan  S2 hanya 3 orang. 
Dari hasil tabel tersebut menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan yang 
dimiliki pegawai Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng sudah propesional 
 
 
 
karena sebagian besar berpendidikan SMA dan Strata 1 (S1), semakin tinggi 
pendidikan seseorang akan menggambarkan tingkat kemampuan dan kecakapan 
seseorang dalam berperilaku, bertindak dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang telah 
ditentukan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendidikan merupakan salah 
satu hal yang sangat penting dalam menunjang pekerjaan seseorang dalam rangka 
pencapaian tujuan organisi. 
D. Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) 
Retribusi Daerah dalam bentuk Retribusi Terminal termasuk dalam jenis retribusi 
Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/ badan yang 
memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/ barang 
dengan kendaraan umum. (Sobirin Malian 2003:36), dimana Dinas Perhubungan dan 
Infokom yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi 
terminal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selalu berupaya meningkatkan 
pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan 
ekonomi. 
Tempat Pemungutan Retribusi Terminal merupakan tempat dimana para 
kolektor/ petugas pemungut retribusi terminal melaksanakan tugasnya yaitu memungut 
retribusi teminal . pengawas Di Tempat Pemungutan Retribusi Terminal ini tim 
pengawas atau koordinator bidang  melakukan pengawasan secara langsung. Tempat 
Pemungutan Retribusi terminal sangat mempengaruhi pendapatan pada pemungutan 
retribusi terminal.Baik itu pos utama maupun pos bayangan. 
 
 
Tabel 4.6 
Jumlah tempat penerimaan retribusi terminal (TPR) di KabupatenBantaeng 
 
 
 
TPR Letak Jumlah Petugas 
Terminal Regional Jln. Sasayya 3 Orang 
Pos Bayangan Jln. Sasayya 5 Orang 
Terminal Pembantu Jln. Be‟lang 3 Orang 
Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, Januari 2013 
Dari table 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah TPR di Kabupaten Bantaeng ada tiga 
yaitu Terminal Regional dan Pos Bayangan terletak di Jalan sasayya yang berjarak 2 
km dari jantung Kota Bantaeng, Pos Bayangan merupakan TPR yang menjadi TPR 
cadangan yang berfungsi memungut retribusi bagi kendaraan yang mengambil jalan 
pintas, yang dijaga oleh 3 orang petugas pemungut retribusi terminal dan 2 orang 
petugas PM yang brtugas sebagai pengamanan. Pos Bayangan terletak di Jalan Poros 
Bantaeng-Jeneponto dan berada diluar jalan Termial Regional. Sedangkan Terminal 
Pembantu terletak di samping Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng, pada TPR ini di jaga 
oleh 3 orang petugas.  
Khusus untuk mobil bus besar tidak masuk keterminal regional karena kondisi 
jalan yang tidak memungkinkan, maka bus ini membayar retribusi di pos bayangan 
yang berada diluar terminal regional. Kemudian untuk mobil angkutan daerah 
Bulukumba-Bantaeng membayar retribusi di terminal pembantu, dalam satu hari para 
wajib retribusi hanya membayar satu kali dalam satu hari. 
Sedangkan untuk jumlah kendaraan yang dikenakan tarif retribusi adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.7 
Rekapitulasi Angkutan Umum Wajib Retribusi 
 
REKAPITULASI ANGKUTAN UMUM KABUPATEN BANTAENG 
No Jumlah Angkutan Umum Jumlah ( unit ) 
1 
Mobil Angkutan Antar Kota ( Angkot ) Bantaeng- 
Jeneponto 25 
 
 
 
2 
Mobil Angkutan Antar Kota ( Angkot ) Bantaeng- 
Bulukumba 43 
3 Mobil Bus Besar 8 
4 Mobil Angkutan Barang ( Truck ) 87 
5 Mobil Angkutan Barang ( Pick Up ) 125 
Jumlah Total 288 
Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, Januari 2013 
Dari table 4.7 dapat dilihat bahwa jumlah  kendaraanangkutan barang pick up 
lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan yang lainnya sebanyak  125 unit, mobil 
angkutan barang truck sebanyak 87 unit, mobil angkutan antarkota sebanyak 68 unit 
dan mobil bus besar sebanyak 8 unit. Kendaraan yang masuk terminal, lebih banyak 
mobil antar kota dibanding kendaraan lainnya sedangkan jumlah karcis yang 
dikeluarkan sebanyak 300 karcis. Karena kurangnya kendaraan yang masuk maka 
karcis yang disediakan tidak pernah habis. 
  
Seperti yang dikatakan oleh Hamli selaku petugas pemungut retribusi terminal 
bahwa : 
“ Jumlah karcis yang disediakan setiap hari itu sebanyak 300 karcis. Tapi tidak pernah 
habis, bahkan kalau sepi biasanya Cuma seratus lebih yang keluar. Apalagi kalau ada 
mobil yang Cuma membayar 1.000 biasanya tidak dikasi karcis” 
 
“jelas tidak siapa yang mau tanggung kalau kita keluarkan karcis sedangkan dia cuma 
bayar 1.000 rupiah sedangkan dikarcis harganya itu 2.000” lanjutnya.( Wawancara, 27 
Januari 2013 ) 
 
 
E.  Realisasi Retribusi Terminal 
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait masalah 
OptimalisasiPemungutan Retribusi Terminal yang dikelolah oleh Dinas Pehubungan 
dan Infokom Kabupaten Bantaeng sebagai dinas teknis telah berhasil memberikan 
sumbangsi terhadap PAD Kabupaten Bantaeng. Berikut peningkatan jumlah realisasi 
retribusi terminal sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 : 
Tabel 4.8 
 
 
 
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Dinas  
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
 
No Tahun Target Realisasi Sisa Target 
1 2009 200.000.000 133.080.000 66.920.000 
2 2010 200.000.000 156.969.000 43.031.000 
3 2011 200.000.000 157.965.000 42.035.000 
4 2012 200.000.000 158.270.000 41.730.000 
 
Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng, Januari 2013 
 
Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Pasar dari 
Tahun 2009-2012 yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bantaeng, menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi terminal meskipun tiap tahunya 
mengalami peningkatan, tetapi tidak mencapai target. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Baso Fahrir selaku Kepala Dinas 
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng bahwa : 
“ Sangat susah memang kalau target yang ditetapkan mau dicapai, target itu sangat 
tinggi, tidak sebanding dengan jumlah mobil yang ada. Namun kalau masalah 
pemungutan retribusinya sudah bagus, buktinya setiap tahun itu mengalami 
peningkatan, meskipun tidak tercapai target “. 
 
Kaimuddin selaku Kasi Angkutan Darat menambahkan bahwa : 
“ pemungutan retribusi terminal sudah bagus, meskipun tidak pernah tercapai target. 
Buktinya dari tahun ke tahun realisasi peningkatannya itu meningkat “. 
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai 
target pada pemungutan retribusi terminal sangat sulit karena tingginya target yang 
ditentukan oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan potensi yang ada 
khususnya jumlah kendaraan yang menjadi retribusi, pada hal realisasi pemungutan 
retribusi terminal setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan . 
 
 
 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng khususnya Dinas Perhubungan dan Infokom 
dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal yang merupakan salah satu sumber 
penerimaan pendapatan asli daerah. Penerimaan retribusi terminal yang dikelola Dinas 
Perhubungan dan Infokom sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 menunjukkan 
peningkatan  
 
yang cukup signifikan, berikut ini data grafik realisasi retribusi terminal : 
Gambar 4.2 
Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Terminal di Kab. Bantaeng 
 
 
Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng, Januari 2013 
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada 2009 sampai dengan tahun 2012 
target penerimaan retribusi terminal di Kabuapaten Bantaeng jumlahnya tetap yaitu Rp. 
200.000.000. Sedangkan jumlah realisasinya setiap tahun meningkat, meskipun belum 
mencapai target. Tetapi pada tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2012 realisasi 
pencapaian target sudah hampir tercapai. 
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B. Hasil dan Pembahasan 
1. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal 
Dalam pelaksanaan pemungutan terhadap retribusi terminal di Kabupaten 
Bantaeng masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak 
petugas pemungut retribusi maupun dari luar yakni sopir mobil selaku obyek pungutan 
tersebut.Untuk mengoptimalisasikan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten 
Bantaeng maka pengelolaan retribusi terminal harus berjalan secara efektif dan 
efisien,karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi 
terminal yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi 
terminal tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi terminal dapat terealisasi. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh A.Baso Fahrir selaku Kepala Dinas 
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng bahwa: 
“Sebenarnya untuk dikatakan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng 
secara pribadi saya katakan sudah optimal, karena kita lihat bahwa setiap tahun 
penerimaan retribusi terminal itu meningkat meskipun belum tercapai target. Tetapi 
kalau secara umumpemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng dikatakan 
belum sebenarnya belum. Karena salah satu tolak ukur optimalnya pemungutan 
retribusi itu adalah tercapainya target setiap tahun, sedangkan kami tidak pernah 
mencapai target...” 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“…namun kami selaku petugas yang bertugas mengelolah retribusi terminal telah 
mencoba melakukan yang terbaik terutama memperbaiki hal-hal yang saya katakana 
tadi.Namun hasilnya untuk di Kabupaten Bantaeng belum juga optimal,” (30 Januari 
2013) 
Kemudian ditambahkan oleh M.Ali Imran selaku Sekretaris Dinas Perhubungan 
dan Infokom bahwa: 
 
 
 
“ kalau mau dikatakan optimal, pemungutan retribusi terminal dibantaeng itu masih saja 
belum optimal. Tapi sudah mendekati optimal. Buktinya pada tahun 2009 sampai 2010 
mengalami kenaikan realisasi.Meskipun pada tahun 2012 realisasinya turun tapi hanya 
sedikit. Kami juga telah berupaya bagaimana caranya agar pemungutan retribusi ini 
mampu mencapai target.”(30 Januari 2013). 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa saat ini pemungutan 
retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng belum optimal.Karena dari data realisasi yang 
ada dari tahun 2009 sampai tahun 2012 tidak pernah mencapai target. Namun para 
petugas Dinas Perhubungan dan Infokom telah berusaha untuk memperbaiki hal-hal 
yang menjadi penunjang utama optimalnya pemungutan retribusi terminal. 
Selain itu target penerimaan retribusi terminal yang merupakan tolak ukur 
realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi 
terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng, yaitu proses 
penentuan target penerimaan Retribusi Terminal yang ingin dicapai dalam satu tahun 
anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.  
Sebagaimana yang dijelaskan oleh A.Baso Fahrir selaku Kepala Dinas 
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng mengenai penetapan target retribusi 
terminal yaitu: 
“Dari awal saya masuk dikantor ini, penetapan targetnya sudah Rp.200.000.000 per 
tahun. Saya juga kaget, kenapa targetnya sangat tinggi sedangkan jumlah kendaraan 
yang masuk objek retribusi itu tidak sebanding, oleh karena itu setiap tahunnya mulai 
dari tahun 2006 sampe tahu  2012 memang tidak pernah capai target…” 
 
 
 
Selanjutnya dia menambahkan bahwa : 
 “Harusnya untuk penentuan target pertahun harus didasarkan pada potensi yang 
dimiliki disetiap terminal maksudnya dalam penentuan target ini harus disesuaikan 
berapa jumlah kendaraan yang masuk dalam onjek retribusi dan dengan melihat 
realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya, itulah yang menjadi acuan untuk 
menetapkan target penerimaan retribusi terminal pertahun disetiap pasar” (wawancara 
14 Januari 2013) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal 
penetuan target penerimaan retribusi terminal, senantiasa dilakukan tidak berdasarkan 
potensi yang ada. Sehingga hampir setiap tahunnya realisasi retribusi terminal tidak pernah 
 
 
 
mencapai target.Belum tercapainya target penerimaan ini memunculkan banyak 
spekulasi. diantaranya soal lemahnya prediksi potensi penerimaan atau tingginya target 
yang ditetapkan Pemda Kabupaten Bantaeng. Jadi untuk penetapan target harusnya 
disesuaikan dengan potensi yang ada, Khususnya pada jumlah angkutan yang ada. 
2. Pengawasan 
 Fungsi manajemen yang diangkat penulis merupakan fungsi manajemen yang ke 
empat yaitu pengawasan (controlling) Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas 
yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan 
bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan.Pengawasan dimaksudkan 
disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim pemungut retribusi terminal. 
Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat 
urgen. 
Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai 
upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. 
Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk 
mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan, 
Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat 
mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parker bias diminimalisir. 
Demikian halnya dengan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng 
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangam 
serta kesalahan lainnya yang mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta 
kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pemungutan retribusi 
terminal di Kabupaten Bantaeng tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami 
kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas 
yang melaksanakan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng.  
 
 
 
Pengawasan pemungutan retribusi terminal dan pelaksnaan perencanaan di 
lapangan yaitu baik baik di terminal regional maupun terminal pembantu di Kabupaten 
Bantaeng dilakukan dalam 2 bentuk yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak 
langsung dilakukan oleh koordinator pemungutan retribusi terminal dan Tim Pengawas 
yang mengawasi Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaimuddin selaku kepala seksi angkutan darat yang 
menjelaskan bahwa : 
“kalau untuk pengawasannya sebenarnya ada. yaitu koordinator bidang, namun dia 
masih kewalahan karena harus mengawasi 2 terminal.Sedangkam para tim pengawas 
lainnya termasuk saya masih sibuk mengawasi retribusi-retribusi lainnya.Itulah 
sebabnya masih banyak para sopir angkot yang melanggar”.(29 Januari 2013).  
Namun Patta Radja selaku Kabid Keuangan menjelaskan bahwa : 
“… kalau masalah pengawasan disini saya tidak pernah dilibatkan dalam tim.Pada hal 
beberapa tahun yang lalu saya pernah menjadi koordinator di Pemungutan Retribusi 
terminal.Namun yang saya lihat sekarang ini untuk masalah pengawasannya masih 
belum maksimal..buktinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran 
dari para petugas ataupun para sopir dan pos yang paling penting untuk diawasi itu 
adalah pos bayangan, karena disana banyak sopir angkot yang melakukan pelanggaran 
”( 29 Januari 2013). 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan untuk 
bidang pemungutan retribusi terminal belum optimal. Hal ini karena kurangnya tenaga 
pengawas, yang menyebabkan masih banyak para sopir angkot dan beberapa petugas 
pemungut yang melakukan pelanggaran. Meskipun sebenarnya ada tim pengawas 
namun mereka lebih memprioritaskan pada pengawasan tidak langsung. 
Adapun kriteria-kriteria pengawasan yang dikemukakan Bohari dalam Bukunya 
Pengawasan Keuangan Negara yaitu ; 
1. Apa yang akan diawasi (objek yang perlu diawasi) ? 
Dalam pengawasan harus lebih jelas objek yang perlu diawasi. Pada pemungutan 
retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng objek yang perlu diawasi yaitu sopir mobil dan 
petugas pemungut retribusi. 
 Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten 
Bantaeng Dra. M. Ali Imranbahwa : 
 
 
 
“Kami selaku tim pengawas pada pemungutan retribusi terminal dan infokom 
mengawasi para petugas pemungut retribusi dan sopir mobil yang melintas di Terminal, 
baik terminal Regional, terminal pembantu maupun pos bayangan yang berada di luar 
terminal regional  “ 
 
2. Mengapa perlu diadakan pengawasan ? 
Pengawasan pada pemungutan retribusi terminal sangat penting. Karena pada dengan 
pengawasan maka dapat :  
a. mencegah penyimpangan 
b. memperbaiki kesalahan/kelemahan, 
c. menindak penyalahgunaan/penyelewengan, 
d. mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, 
e. mempertebal rasa tanggung jawab, 
f. mendidik pegawai/pelaksana. 
 Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Andi 
Baso Fahrir bahwa : 
“ Pengawasan sangat penting diadakan pada pemungutan retribusi terminal. Karena 
masih banyak para petugas kami dan para sopir yang melakukan kesalahan-kesalahan 
” 
 
3. Dimana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut harus dilakukan? 
Pengawasan dilakukan di TPR dan di Kantor Dinas perhubungan dan Infokom 
Kabupaten Bantaeng, dan yang melakukan pengawasan yaitu koordinator pemungutan 
retribusi terminal dan tim pengawas dari Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten 
Bantaeng. 
4. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional dan fleksibel. 
Pengawasan bersifat fleksibel karena dengan adanya pengawasan akan sangat 
membantu dalam mengetahui penyimpangan yang terjadi sehingga bisa langsung 
diperbaiki dan pengawasan sejatinya bersifat mudah dipahami, dengan begitu akan 
menbantu karyawan yang kurang mengerti. Sehingga nantinya karyawan tersebut 
mengerti apa yang harus dilakukan sehingga bisa bekerja sesuai dengan keinginan. 
 
 
 
 Adapun tipe pengawasan yang digunakan di Dinas Perhubungan dan Infokom 
Kabupaten Bantaeng yaitu : 
a. Pengawasan Langsung 
Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh koordinator pemungutan 
retribusi terminal dan Tim Pengawas langsung meninjau pelaksanaan pemungutan di 
Lapangan  
Seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Pemungutan Retribusi Terminal bahwa 
: 
“Setiap hari para koordinator bidang mengawasi anggota-anggotanya.Termasuk 
koordinator retribusi terminal. Namun pengawasan yang dilakukan oleh koordinator 
retribusi terminal belum optimal.Karena dia harus mengawasi 2 tempat pemungutan 
yaitu terminal regional dan terminal pembantu ”.(30 Januari 2013). 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ Untuk melakukan pengawasan kepada para petugas maka selalu dilakukan 
pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi retribusi terminal, hal 
ini dilakukan agar bisa mengetahui petugas mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat 
dari jumlah setoran pungutan retribusi.” (wawancara 30 Januari 2013). 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Koordinator 
Pemungutan Retribusi Terminal sebagai penaggungjawab penerimaan retribusi terminal 
setiap hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan 
pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, 
kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi 
terminal di Kabupaten Bantaeng..  
Untuk pemberian sanksi kepada para pemungut retribusi terminal yang lalai 
melaksanakan tugasnya serta para sopir yang melakukan pelanggaran dijelaskan oleh 
Kabid. Perhubungan Darat Alimuddin Mangun SP. bahwa : 
“Untuk para petugas dan para sopir yang melakukan kesalahan, kami hanya 
memberikan pengarahan agar tidak mengulangi kesalahannya, namun untuk pemberian 
sanksi yang lebih tegas belum ada diperaturan daerah, sehingga kami hanya 
memberikan pengarahan saja”(29 Januari 2013) 
 
Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh petugas pemungut retribusi Darni 
yaitu: 
 
 
 
“Iya betul, kami tidak pernah diberi sanksi yang berat apabila melakukan pelanggaran. 
Sebenarnya ada tapi itu hanya pengarahan saja. Sehingga masih banyak para petugas 
dan sopir yang mengulangi kesalahannya, yang saya baca pada Perda  Nomor 5 Tahun 
2010, tidak ada dicantumkan tentang pemberian sanksi kepada para petugas dan sopir 
yang melakukan pelanggaran” (26 Januari 2013) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa para petugas 
pemungut retribusi dan para sopir mobil yang selalu melakukan pelanggaran karena 
pengawasan yang diberikan belum efektif, apalagi belum ada Perda yang mengatur 
tentang pemberian sanksi bagi para petugas dan para sopir yang melakukan 
pelanggaran sehingga mereka belum jerah melakukan pelanggaran. 
Sedangkan hasil obeservasi langsung yang dilakukan oleh penulis menemukan 
bahwa setiap hari koordinator pemungutan retribusi terminal datang setiap pagi 
keterminal regional, namun pada jam 11.00 dia mengawas di terminal pembantu. 
Penulis juga melihat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sopir angkutan daerah 
Bantaeng-Jeneponto, namun yang penulis lihat sopir yang melakukan pelanggaran 
tersebut diberi karcis dengan tarif normal namun yaitu 2000 rupiah namun yang disetor 
sopir tersebut sebanyak 5000 rupiah.  
Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sahrul selaku sopir angkutan daerah yang 
melanggar : 
“ Tidak dimarahijaki kalau kita melanggar yang jelasnya ada pembeli gula-gula dikasi itu 
petugasnya. Dari pada masuk keterminal regional yang rusak jalannya mending 
langsung lurus saja, tapi kalau sering-sering juga ambil jalur lurus biasnya tidak terima 
alas an dia suruhki lagi putar balik dan masuk keterminal regional”( 26 Januari 2013) 
 
Namun Hamli selaku petugas pemungut retribusi mengatakan bahwa : 
“ biasaji saya marahi kalau ada sopir yang langsung jalur lurus, tapi kalau di marahi juga 
dia terlalu banyak alasannya apa lagi kalau orang sakit dia bawa, langsungji saja tidak 
bayar retribusi. Tapi kalau sering-sering biasanya disuruh   lagi putar balik dan masuk 
keterminal regional”(26 Januari 2013). 
Dari hasil penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketegasan 
seorang petugas dalam memungut retribusi terminal harus lebih tegas, agar para objek 
retribusi terminal tidak selalu melakukan pelanggaran. 
b. Pengawasan Tidak Langsung 
 
 
 
Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara 
tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh 
manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Sebagai mana 
yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng 
A. Baso Fahrir  bahwa : 
“kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi Kabid. 
Keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak 
kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi terminal. Kami juga 
melakukan pengawasan terhadap benda berharga (karcis) perbulannya.” (30 Januari 
2013 ) 
Sedangkan Kasi Angkutan Darat Kaimuddin menjelaskan bahwa : 
“Kalau laporan penerimaan pemungutan itu dihitung juga berapa jumlah karcis yang 
keluar. Dan setiap harinya itu kita mengeluarkan 200 karcis namun kadang karcisnya 
habis kadang tidak”(25 Januari 2013) 
 
Kemudian di tambahkan oleh Budi selaku Koordinator Pemungutan Retribusi 
Terminal bahwa: 
“Setiap hari sekitar jam-jam 17.00. sore saya mengevaluasi hasil pemungutannya. Baik 
dari berapa jumlah uang yang masuk maupun berapa jumlah karcis yang keluar, 
kemudian saya setor ke Bendahara penerimaan”.(30 Januari 2013) 
Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pegawasan tidak 
langsung yakni dalam bentuk laporan sudah maksimal, artinya pengawasan tidak 
langsung ini dilakukan rutin setiap hari,setidaknya pengawasan tidak langsung sudah 
optimal karena sudah sesuai dengan rencana.Sedangkan untuk pengawasan tidak 
langsung masih ditemukan banyak kendala yang menghambat optimalnya pemungutan 
retrbusi terminal. 
Pelaksanaa kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk 
meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar sentral, sehingga 
`dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawsan terhadap mekanisme pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada 
setiap tahun anggaran. Adapun mekanisme pengawasan ini sebagiamna yang peneliti 
lihat dilapangan adalah sebagai berikut : 
 
 
 
1. Kegiatan penagihan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal terhadap 
wajib retribusi kemudian diberikan kepada koordinator pemungutan retribusi selanjutnya 
disetor ke Bendara penerimaan. 
2. Bendara penerimaan kemudian membuat laporan penerimaan retribusi terminal 
kedalam buku pembantu sejenis dan dicatat sebagai penerimaan pada buku kas umum 
setiap pemasukan, kemudian dijumlahkan dan diajukan kepada Kepala  untuk 
ditandatangani dan disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan bendahara menjumlahkan 
dalam buku kas umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan kemudian 
disetorkan ke Kabid.Keuangan.terakhir Kabid. Keuangan membuat laporan realisasi 
peneriman untuk semua jenis retribusi kemudian disetor kepada Kepala Dinas 
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. 
Dalam pemungutan retribusi terminal tidak selamanya berjalan dengan 
lanjar.Khususnya pada pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng. Sesuai 
dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Dinas Perhubungan 
dan Infokom bahwa tidak tercapainya target setiap tahun pada pemungutan retribusi 
terminal dikarenakan karena adanya kendala-kendala yang menghambat pencapaian 
target.Kendala-kendala yang menghambat pencapaian target adalah: 
a. Banyak kendaraan yang tidak beroperasi. 
Banyak kendaraan yang tidak beroperasi di sebabkan beberapa faktor antara 
lain; Kendaraan sudah tua , tidak ada penambahan angkutan yang baru, penurunan 
penumpang karena bersaing dengan kendaraan roda dua (ojek), banyaknya mobil 
rental dan tidak ada peremajaan trayek-trayek baru. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kaimuddin selaku Kasi Angkutan darat 
bahwa : 
“salah astu penyebab utamanya tidak tercapainya target setiap tahun adalah banyak 
mobil angkutan umum yang tidak beroperasi karena kurangnya penumpang,.karena 
mereka bersaing dengan kendaraan-kendaraan lain seperti ojek dan mobil rental….”(25 
Januari 2013) 
 
 
 
 
Dia juga menambahkan bahwa : 
 
“Kalau masalah mobil rental yang ada dibantaeng, sebenarnya kami sempat 
mendatanya.Namun karena belum ada perda yang mengatur maka kami hentikan saja 
pendataannnya, jadi sampai sekarang itu masalah mengenai mobil rental belum dapat 
diselesaikan.”( 25 Januari 2013) 
 
Sama halnya yang dijelaskan oleh marlin selaku sopir angkut bahwa: 
 
“akhir-akhir ini saya jarang keluar, karena kurang penumpang sedangkan mobil rental, 
ojek dan mobil angkutan umum itu sangat bersaing. Dan kalau penumpang saya hanya 
2 orang kadang-kadang saya tidak bayar retribusi, harusnya pemerintah ambil tindakan 
yang lebih tegas. Karena kita juga para sopir siksa kalau kondisinya seperti ini”(25 
Januari 2013) 
 
Sementara itu, koordinator pemungutan retribusi terminal selaku Pengawas, 
saat dikonfirmasi mengatakan, membenarkan saat ini jumlah kendaraan yang melintas 
menurun. Hal itu diakibatkan dampak dari banyaknya mobil rental  yang membuat mobil 
jalan tanpa membawa barang.  
Dari hasil wawancara penulis menarik kesimpulan bahwa banyaknya mobil 
rental sangat berpengaruh terhadap pendapatan para sopir sehingga pendapatan 
retribusi terminal pun ikut menurun. Apa lagi di Kabupaten Bantaeng belum ada perda 
yang mengatur tentang mobil rental yang tidak dikenakan retribusi.  
b. Kesadaran petugas dan wajib retribusi 
Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya, dan masih 
adanya diskriminasi yang dilakukan oleh para petugas membuat realisasi penerimaan 
retribusi terminal Kabupaten Bantaeng tidak sesuai yang direncanakan. 
Kemudian menurut Deang Kitta salah atu sopir mikrolet bahwa : 
“ Saya biasanya tidak membayar karcis,karena itu yang memungut retribusi terminal 
kemanakanku, jadi tidak mungkinmi dia mintaki saya kalau hanya uang 3 rb 
rupiah,biarpun saya sepuluh kali lewat tetap tidak bayar “(27 Januari 2013). 
 
Kemudian ditambahkan lagi,oleh Mullis, salah satu sopir angkutan antar kota: 
“saya kadang membayar kadang tidak, karena kalau penumpang saya cuma 2 orang, 
saya bujuk saja itu petugasnya supaya saya tidak bayar, tapi kalau ada 3 orang biasa 
bayar tapi cuma seribu.” (27 Januari 2013) 
 
 
 
 
Mullis melanjutkan bahwa : 
 
“…biasanya petugasnya mau marah, tapi saya marah duuan, jadi tidak dikasi 
bayarka.Saya juga tidak tau dia takut sama saya atau kasihan. Yang jelas saya tidak 
bayar “(27 Januari 2013) 
 
Selanjutnya dibenarkan oleh Hamli selaku petugas pemungut retribusi bahwa : 
 
“iya biasanya kalau sopir mobilnya dikenal ataupu keluarga biasanya dia tidak 
bayar,langsung saja lewat.terus kalau ada mobil yang sedikit penumpangnya kadang 
tidak di suruh bayar,karena kita kasihan.Dia itu keluar untuk mencari nafkah”(28 Januari 
2013) 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, tidak heran jika target 
penerimaan retribusi terminal tiap tahunnya tidak pernah mencapai target, hal ini karena 
kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar 
retribusi, masih melekatnya pengaruh hubungan kekeluargaan yang dilakukan oleh 
para petugas dan jiwa sosial para petugas yang masih ada, serta sanksi yang tidak ada 
kepada para pemungut yang melakukan deskriminasi.  
c. Kondisi Sarana dan Prasarana 
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu 
proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila  
kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat 
mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.  
Moenir (1992:119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam 
pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan 
dengan organisasi kerja.sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama 
sebagai berikut :  
1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu. 
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa. 
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. 
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku. 
 
 
 
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin. 
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. 
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang 
mempergunakannya. 
Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten 
Bantaeng khususnya jalan masuk menuju terminal regional masih belum memadai.Dan 
tempat pemungutan retribusi terminal (TPR) di Kabupaten Bantaeng ada 2 yaitu 
terminal regional dan terminal pembantu. 
Sedangkan berdasarkan pantauan penulis, kondisi terminal sudah   sangat 
terbengkalai sehingga terkesan tidak terawatt khususnya jalan masuk terminal regional, 
sesuai dengan yang dikatakan bapak A. Baso Fahrir bahwa.  
“Lokasi terminal membuat sopir angkot malas masuk ke dalam, makanya kami akan 
melakukan penataan, termasuk jalan, agar lebih nyaman,” ucap Kepala Dinas 
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. 
 
Hal lain dikemukakan oleh Darni selaku petugas pemungut retribusi terminal 
bahwa : 
“itu bus selayar tidak masuk keterminal regional dilangsung ambil jalur lurus, karena 
kondisi jalan yang belum memadai yaitu banyak lubang-lubang di tengah jalan, jalannya 
sempit serta banyak tikungan-tikungan yang sulit dilalui bus-bus besar” (26 Januari 
2013). 
 
 “….iya diluar ada juga yang menjaga, tapi mobil-mobil yang mengambil jalur lurus 
disana tetap dikenakan tarif, namun tetap saja masih banyak mobil yang tidak mau 
bayar dengan banyak alasan”Lanjut Hamli.( 26 Januari 2013). 
 
Sedangkan Marlin yang merupakan salah satu seorang sopir angkutan daerah 
mengatakan bahwa : 
“itu kalau saya buru-buru biasanya saya tidak masuk diterminal regional tapi langsung 
lurus saja, karena jalanannya jelek, banyak lubang, bahkan saya pernah bocor ban 
mobiku gara-gara lewat sana.Tapi biasanya diluar juga tetap dikenakan tarif normal” ( 
26 Januari 2013 ) 
 
Lain halnya yang di kemukakan oleh Nasdir Nastura selaku kabid Sarana dan 
Prasarana bahwa: 
“Iya memang salah satu yang menjadi kendala pemungutan retribusi terminal itu adalah 
rusaknya jalan masuk menuju terminal. Namun Insya Allah jalanan itu akan segera 
 
 
 
diperbaiki, dan semoga pada bulan 6 semua bus-bus besar yang lewat diluar harus 
masuk keterminal regional.”(30 Januari 2013). 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam 
melaksanakan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng, sarana dan 
prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan. Dan sudah terbukti 
bahwa banyak pengguna jasa retribusi yang mengeluh terhadap kondisi jalan di 
terminal regional Bantaeng. Maka dari itu penataan terhadap prasarana sangat 
diperlukan guna untuk mencapai target yang ditetapkan. 
 
3.  Upaya Peningkatan Pemungutan Retribusi Terminal 
Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminaltersebut 
dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari 
penerimaan Retribusi Terminal, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi 
penerimaan Retribusi Terminal, maka tercapainya target penerimaan Retribusi akan 
ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara 
intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapt terwujud .  
Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan 
perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka 
penerimaan Retribusi terminal tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan. 
Pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng belum Optimal. Oleh 
karena itu sangat diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan 
pemungutan retribusi termibal. Yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat 
tidak optimalnya pemungutan.Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak A.Baso Fahrir 
bahwa : 
“saya selaku  kepala dinas di Dinas Pehubungan dan Infokom berusaha semaksimal 
mungkin untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi. Salah satu diantaranya yaitu  
lebih memperketat proses pengawasan, baik pengawasan secara langsung ataupun 
pengawasan secara langsung.Dan lebih memfungsikan tim pengawas untuk membantu 
 
 
 
para koordinator retribusi terjun ke lapangan mengawasi para petugas pemungut 
retribusi” (30 Januari 2013) 
Lain halnya yang dijelaskan oleh bapak Patta Radja Selaku Kabid Keuangan 
mengatakan bahwa : 
“ Kalau menurut saya upaya yang harus dilakukan pemerintah guna untuk 
meningkatkan pemungutan retribusi yaitu meningkatkan tingkat ketegasan dalam 
pengawasan, pemberian sanksi bagi para petugas dan objek retribusi yang melakukan 
kesalahan dan diatur dalam peraturan daerah,perlunya aturan dalam perda mengenai 
banyaknya mobul rental dan yang terakhir perbaikan sarana dan prasarana yang 
ada.”(30 Januari 2013). 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa upaya -upaya untuk 
meningkatkan retribusi terminal, dalam hal ini hambatan pelaksanaan pemungutan 
retribusi retribusi harus dicari solusi agar pelaksanaan retribusi terminal dapat berjalan 
dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi 
terminal sesuai yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta di 
peroleh peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut di atas, Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten 
Bantaeng  telah melakukan upaya - upaya sebagai berikut : 
1. Sosialisasi 
Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau wajib retribusi terminal tentang 
pentingnya membayar retribusi, maka Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Bantaeng 
telah mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Terminal. 
Yakni melalui penyuluhan penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada 
wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak 
dan kewajiban sebagai wajib retribusi. 
2. Peningkatan Pengawasan 
Agar dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal dapat berjalan dengan baik, 
Dinas Perhubungan dan Infokom telah melaksanakan pengawasan secara langsung 
terhadap pelaksanaan retribusi terminal di masing-masing TPR. Dengan demikian 
 
 
 
diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada 
lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi terminal. 
3. Perda tentang keberadaan mobil rental. 
Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng berharap agar 
pemberlakuan mengenai keberadaan mobil rental. Karena mobil merupakan salah satu 
faktor penghambat tidak tercapainya target pemungutan retribusi terminal. 
4. Memperbaiki dan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana 
Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana 
yang memadai. Terhadap kondisi jalan yang kurang memadai, Dinas Perhubungan dan 
Infokom telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pasar tersebut dengan 
memperbaiki jalan yang rusak khususnya jalan menuju terminal regional. Dengan 
sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para wajib retribusi merasa nyaman 
dan membayar retribusi terminal sesuai kewajibannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng belum optimal. Karena 
pengelolaan retribusi terminal dapat dikatakan optimal apabila target yang ditentukan sudah 
tercapai. Adapun hal-hal yang mrenjadi factor penghambat tercapainya target yaitu : 
1. Kurangnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi terminal di Dinas Perhubungan 
dan Infokom Kabupaten Bantaeng. 
2. Banyaknya mobil rental dan tidak adanya peraturan daerah tentang keberadaan mobil 
rental. 
3. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. 
4. Kurangnya kesadaran wajib retribusi. 
 
B. Saran 
1. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pemungut dan objek retribusi. Hal ini, 
dapat dilakukan melalui pemberian sangksi yang sebanding dengan perbuatan yang 
dilakukan aparat dan objek retribusi jika membuat kesalahan. Kepada para tim 
pengawas atau koordiator yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, sebaiknya 
terjun langsung ke lapangan untuk memantau dan meminimalisir kecurangan-
kecurangan yang terjadi dalam penerimaan Retribusi terminal 
2. Perda tentang Mobil Rental. Dalam hal ini, factor penyebab tidak tercapainya 
pemungutan retribusi terminal adalah semakin banyaknya mobil rental dan tidak 
dikenakan retribusi. Oleh karena itu perlu adanya peraturan daerah yang mengatur 
tentang keberadaan mobil rental artinya mobil rental juga harus dikenakan retribusi. 
 
 
 
3. Perbaikan sarana dan prasarana. Perbaikan jalan menuju terminal regional harus 
diperbaiki secepatnya. Ini juga merupakan salah satu factor penyebab tidak tercapainya 
retribusi terminal. 
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